KETIGA

KEEMPAT

KEENAM

Tembusan ©

ik Camat Gun

i pes e

Dalam hal pelaksanaan pendidikan temyata timbul kerugian terhadap
Pihak lain atsu pescrts didik yang mengakibatican terhentinys pendidikan,
maka segala tesiko yang timbul sspenvhnya menjadi tngeung jawab
piak pemegang izin dan kwu\usan ini dapat dibatalken dan atau batal
demi hukum.

Segaia penyinpangan drn atay kelalaian atas keteniugs dalum kepuiusas
ini yang dspat merugikan kewibawsan pemerintah baik sengaja maupun
tidak sengaja. maka kapuhusan ini batal ataw batal demi hukum,

Tidak dibenarkan mengalihken izin pendinan sekolah ke pikak lain
dengan dilih apapun scbelum adanyn  persetujusn dari Pemerintah
Dasrah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetpkan

DITETAPKAN D1 ; Cibinong,
EADA_IANGEALMZQLG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BRGOR

- HiDidi Kurnia SH. M.Si
Fembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Yih Kepala Dinus Pendicikan Provinsi Jawa Baral;
Yih Dupati Bogor melelui Sekretacis Dacrah Kabupaien Bowor.
¥ Ketus D Perwakilun Rakyat Dhacrats knbupaien Bogor,

Vit Kepala UPT Korikuhim Keeamatan GunogPurk
. ¥ Kepala Desa Kedung Wasingin Kecamatan GunungPutr.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

J1. Nyaman No. | Desa Tengsh Kee. Cibinang Telp: 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS FENDIDIKAN KABUFATEN BOGOR
Nomer : 421 1Y @Y -Disdik/2010
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD TIARA
PERUM.BOIONG DEPOK BARU 1 BLOK CH/3
JL SIRSAK 1 RT 09/02 DESA KEDUNG WARTNGIN
KECAMATAN BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang a Bahwa dalam upaya ingkatkan dan kepada
serta j lak pendidiken usia dini, perlu
zn Op ional g Pendidikan Anak Tlsia

Dini / PAUD Tiara yang berlokasi di Perum Bojong Depok Baru I
Blok CH/3 JL Sirsak | Rt 09/08 Desa/Kelurahan Kedung Waringin
Kecamatan Bajonggede Kabupaten Bogor

b, Bahwab b dimaksud dalam hurufs,

perlu menetapkan Kepumisan Kepala Dinas' Pendidikan  tentang
Izin Pendidan Pendidikan Anak Usis Dini / PAUD Tiara yang
berlokasi di Perum Bojong Depok Baru 1 Blok CH/3 JI. Sirsak 1
Rt 09/08 Desw/Kelurahm Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bopor.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemenmizh Daerah

Mengingat
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat { Eembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor &);
2 Undarg-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negara Tshun 2003 Nomer 78, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3390);
3 Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidiken Nasional
Pasal 28;



Mempschatikan

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU

KEDUA

Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tabun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :06047/2002 tanggal 26
April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Dierah Kabupaten Bogor Nomor § Talim 2008, susunas dan
Kedudukan Organisasi Perangkat Derah ( Lembaran Dacrah Kabupaten
Bogor Tahun 2008 Nomor 9 ),

Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Orpanisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Dacrah
Tahun 2008 Momor 11};

Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tantang Tata Cara
Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan [zin Sckolah:
Keputusan  Dupati  Bogor  tentang  Pendelepasian  Kewenangan
Penandatangaman  Dokumen  Administrasi  Pelavanan  Umum
Kepada Kepala Dinas  Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005
anpeal 30 Mei 2005,

Sural  permohonan izin  Operasionnl  dari  Penyelenggara

Pendidikan  TIARA  ranggal, 20 Mei 2010 Namaor
APATIV/2010Perihal Pengajuan Lzin Oprasional |,

Perilaian Uji Kelayakan yang dilakukan olch Penilik UPT  Pendidikan
FAUDTI/SDSMP Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggede tanggal
25 Mei 2010

Izm i I /! kepada

Nama PATID : TIARA
Jenis PAUD  : Kelompok Bermain { KB )

Almat ¢ Perum Bojong Depok Baru 1 Blok CH/3
Desarkel : Kelungwringin
Keczmatan  : Bojonggede

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalan diktum KESATU, berlaku
sepanjang. memenuhi semua. ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku



